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ABSTRAK

Nama : Muhammad Maghfirah

NIM : 190801059

Prodi - lImu Politik

Fakultas : Fakultas llmu‘Sosialdan IImu Pemerintahan

Judul Skripsi : Peran.Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Terhadap

Penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang
Hukum Jinayat

Pembimbing | : Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

Pembimbing 11 . Arif akbar, M.A.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh adalah Perangkat Daerah sebagai unsur
mendukung Pemerintah Kota Banda Aceh dibidang pelaksanaan Syariat Islam. yang
salah satu perannya yaitu penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas
Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam penerapan Qanun Jinayat dan faktor-faktor
yang menjadi hambatan bagi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam penerapan
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini
adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti: mengumpulkan data melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang didapatkan di‘lapangan dianalisa
kembali dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Syariat Islam terkait pelanggaran Qanun
Aceh Nomor 6 tahun 2014 yaitu melakukan pembinaan-pembinaan melalui program-
program yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam: Seperti yang dilakukan oleh Dinas
Syariat Islam yaitu sosialisasi_kepada masyarakat, pembinaan kesadaran Islam,
pemberlakuan ugqubat dan pengawasan seperti razia terkait penegakan Qanun Aceh
Nomor 6 tahun 2014. Faktor yang. menjadi hambatan Dinas Syariat Islam dalam
penerapan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yaitu faktor anggaran (dana) dan
sumber daya manusia yang rendah terhadap penegakan Qanun Aceh Nomor 6 tahun
2014. Kemudian keterbatasan wewenang Pemerintah Aceh,  karena meskipun
Pemerintah Aceh diberikan kuasa untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan (self
government), ada perkara-perkara yang masih dalam wewenang pemerintah pusat
sehingga banyaknya program-program Pemerintah Aceh yang mesti berhenti karena
bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh peraturan pusat. Hal ini menjadi
salah satu faktor terhambatnya penerapan terkait ganun Aceh Nomor 6 tahun 2014
yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam.

Kata Kunci: Peran Dinas Syariat Islam, Hambatan, Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki hak untuk

menerapkan Syariat Islam secara penuh. Syariat Islam adalah hukum dan aturan
Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun
bukan muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian
masalah seluruh kehidupan. Keistimewaan tersebut dilihat berdasarkan Undang-
undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Keistimewaan Aceh. Khusus mengenai Aceh,
telah keluar Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus daerah
Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disahkan di
Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 dan diumumkan dalam lembaran Negara
Republik Indonesi Tahun 2001 Nomor 114 dan Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4131.

Secara yuridis dasar pijakan pelaksaan syariat islam ini berawal dari
diberikannya kewenangan khusus dari pemerintair pusat kepada pemerintah Aceh
untuk untuk mengatur’. dan - mengurus sendirit’ urusan - pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Pepublik Indonesia tahun 1945 yang
dipimpin oleh seorang Gubernur.! Keistimewaan ini meliputi dalam tiga bidang,

yang bidang agama, pendidikan dan peradatan.

1 Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, Polemik Penerapan Syari’at Islam di Aceh,
(Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani (YICM), him. 25.



Aspek-Aspek pelaksanaan Syariat Islam yang terdapat dalam Qanun
Nomor 5 Tahun 2000 Pasal 5 ayat (2) berbunyi: Pelaksanaan Syariat Islam
meliputi agidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah/
amar ma’ruf nahi mungkar, baitul.mal, kemasyarakatan, syi’ar Islam, pembelaan
agama, qadha’, jinayat, munakahat, dan mawaris.”> Qanun inilah yang akan
menjadi hukum. materi dan hukum formil.syari‘at Islam di Aceh.

Sebagai wujud pelaksanaan Syari’at Islam di Provinsi Aceh, pemerintah
Aceh telah mengesahkan ganun, diantaranya:

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sekarang Provinsi Aceh) No.

11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at [slam bidang Aqidah, Ibadah

dan Syiar Islam.

2. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan Sejenisnya.
3. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian).

4. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat (Mesum).

5. Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

6. Qanun Aceh No. 08 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam.

Merealisasikan Qanun yang telah disusun, diperlukan adanya suatu
lembaga. Di Aceh lembaga tersebut dikenal dengan Dinas Syariat Islam. Dinas
Syariat Islam adalah unsur pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan Pemerintah
Daerah yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah. Tugas dari Dinas Syariat Islam di provinsi Aceh diatur

dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 33 tahun 2001 pada Pasal 22 tentang

2Al Yasa’Abubakar, Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darusssalam: Paradigma,
Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hal. 211.



pemerintahan mukim. Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas
umum dan khusus Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab
di bidang pelaksanaan Syariat Islam yang berhubungan dengan perencanaan,
penyiapan Qanun, bimbingan, pengawasan..maupun pembinaan sumber daya
manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam.

Salah.satu' peran Dinas Syariat-Islam adalah penegakan Qanun Aceh
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir. Di mana pada saat ini Qanun tersebut
telah diubah/digantikan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Hukum Jinayat. Qanun Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang
diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Provinsi yang mengakui
sistem syariah sebagai hukum asasinya sebagaimana telah mempunyai payung
hukum dengan undang-undang nomor44.tahun 1999 dan undang-undang nomor
18 tahun 2001. Di lihat dari perspektif nasional, negara Indonesia adalah termasuk
sistem negara yang ketiga, yaitu yang mengkui syariat dan sistem hukum nasional
berlaku bersama-sama dalam suatu Negara. Sebagaimana diketahui, Indonesia
bukanlah negara yang berideologi Islam, melainkan Pancasila.

Pembentukan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah
keputusan yang-dibuai olehpemerintah-Aceh. Sebelum suatu- ganun ditetapkan
sebagai ganun resmi, tentu adanya perdebatan dari berbagai pihak perlu atau tidaknya
suatu ganun itu disahkan. Didalam musyawarah yang dilakukan, tentu adanya kohesivitas
dari pihak-pihak tertentu sehingga suatu ganun bisa ditetapkan secara resmi.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mulai diberlakukaan di

seluruh Aceh pada 23 Oktober 2015 lalu. Pemberlakuan ganun ini mulai berlaku satu



tahun setelah diundangkan pada 23 Oktober 2014 yang lalu. Qanun ini hanya berlaku
bagi orang Islam yang melakukan jarimah (perbuatan yang dilarang Syari‘at Islam) di
Aceh seperti perjudian. Menurut Qanun Jinayat, Maisir (perjudian) adalah perbuatan
yang mengandung unsur taruhan_dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan
antara 2 (dua) pihak.atau lebih, dan juga disertai dengan kesepakatan bahwa pihak
yang menang-akan mendapat bayaran atau.keuntungan tertentu dari pihak yang kalah
baik secara langsung atau pun secara tidak langsung.®

Tidak dapat dipungkiri akhir-akhir ini berbagai macam dan bentuk
perjudian sudah sedemikian rupa dalam kehidupan masyarakat Aceh sehari-hari,
baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Sebagian
masyarakat sudah cenderung permissif dan seolah-olah memandang perjudian
sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak.heran jika diberbagai tempat sekarang
ini sudah banyak di buka agen-agen judi yang sebenarnya telah menyedot dana
masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Bukan hanya di kehidupan nyata
tetapi juga di dunia maya.

Masing-masing bentuk perjudian. tersebut dilakukan dengan waktu dan
tempat yang berbeda-beda baik di tempat yang tertutup bahkan ada yang
melakukan' secara terang-terangan-di-tempat terbuka. Hal ini seperti yang terjadi
pada tanggal 12 september 2023 tim Subdit \V Siber Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda Aceh menangkap 13 pelaku judi online di sejumlah warung kopi di
kota Banda Aceh. Saat ditangkap para pelaku sedang memainkan judi melalui

aplikasi telepon genggam. Adapun tempat para pelaku ditangkap yaitu di warung

$ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,
1999), h. 1053.



kopi kawasan Punjerat, Batoh dan Ulee Kareng. Pelaku memainkan judi online
slot dan high domino bersamaan dengan minum kopi.*

Selanjutnya kasus 15 warga yang ditangkap Polda Aceh terlibat kasus judi
online yaitu high domino. Penangkapan pelaku.yang memainkan judi online tersebut
di dalam warung kopi«ditangkap setelah polisi mendapatkan laporan dari warga.®

Kemudian salah satu kasus game-higgs domino yang terjadi di masyarakat
Kota Banda terdapat di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda
Aceh pada hari senin 19 April 2021 dan di Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta
Alam, Kota Banda Aceh pada Jumat malam 17 September 2021 ditemukan
Bandar scatter chip higgs domino yang mana pelaku tersebut diamankan di
Mapolresta Kota Banda Aceh dan diancam hukuman cambuk karena melakukan
kegiatan menjual chip judi online higgs:demino.®

Bukan hanyaitu, pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 Tim Opsnal
Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap terduga penjual dan pembeli chip
high domino setelah mendapat informasi dari warga. Pelaku ditangkap ketika
sedang melakukan transaksi jual .beli. chip, domino di salah satu Counter
Handphone di gampong Geuce Inem Banda Aceh.”

Dengan banyaknya kasus pelanggaran maisir yang terjadi secara terus-

menerus Khususnya di kota Banda Aceh dan penulis juga melihat sendiri

4https://aceh.antaranews.com/berita/343794/polisi-tangkap-13-pelaku-judi-online-di-
banda-aceh, Diakses pada tanggal 9 september 2023, pukul 09.07.

Shttps://gayo.tribunnews.com/2023/09/13/asyik-main-judi-chip-polisi-tangkap-15-warga-
di-banda-aceh Diakses pada tanggal 9 september 2023, pukul 09.30.

6 https://www.acehstandar.com/news/polisi-kembali-tangkap-agen-chip-domino-di-kota-
banda aceh-miliki-chip-87-b-dan-uang-jutaan/index.html, diakses pada tanggal 17 November
2023.

7 https://www.acehtrend.com/news/polresta-banda-aceh-tangkap-terduga-pelaku-judi-
online/index.html. Diakses pada tanggal 7 November 2023.
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fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dengan melihat
peran dari pemerintah seperti Dinas Syariat Islam dalam penerapan ganun jinayat
di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul
“Peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terhadap penerapan Qanun

Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”.

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana Peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam menerapkan
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
2. Apa saja faktor penghambat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam
menerapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam
menerapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Syariat Islam Kota Banda

Aceh dalam menerapkan.Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Dengan adanya penelitian yang dilakukan semoga dapat mengurangi

masyarakat yang sudah terjurumus kedalam perjudian.



b. Agar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang telah di programkan oleh
MPU menjadi lebih ketat dan maksimal terhadap masyarakat yang telah

melakukan pelanggaran ganun tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai peng nana dampak maupun
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